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TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan
Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan)
DP3AP2KB Tahun 2025, serta efektivitas dalam
pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam
proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan
tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;

b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a
diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan Perubahan
Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan)
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah
satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk
mewujudkan organsiasi instansi pemerintah yang
tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, maka



perlu menetapkan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756)
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 1820) tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)



10.

11.
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi  Pemerintahan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5673);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembnaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
(SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun
2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005
— 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114
Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Tanah Laut;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut
2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 33);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan
Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2022 Nomor 31);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rancangan
Akhir Rencana Kerja (Renja Perubahan) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tim Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana
Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terikat oleh
ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tim Penyusunan Perubahan Rancangan Akhir Rencana
Kerja (Renja Perubahan) Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Segala biaya yang timbul akibat
ditetepkannya keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025
melaui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 19 Mei 2025

KEPALA DINAS,
% MARIA ULFAH, S.PSL., M.M

Pembina Tk.I(IV/b)
NIP. 19791113 200501 2 008



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,
KAB TANAH LAUT

NOMOR : 19 TAHUN 2025

TANGGAL : 19 Mei 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA (RENJA PERUBAHAN)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025
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Kepala Bidang Pengendalian Penduduk,

Data dan Informasi

. Kepala Bidang Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan
dan Anak

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan

Keuangan

. Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian

. Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator

Advokasi, Penggerakan Dan Informasi
Bidang Pengendalian Penduduk, Data
dan Informasi

Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Pengendalian Penduduk Bidang
Pengendalian Penduduk, Data dan



10.

11

12.

13.

14.

Informasi

Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Analisa Data, Pelaporan dan Statistik
Program Bidang Pengendalian
Penduduk, Data dan Informasi

Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Perlindungan Hak Perempuan dan
Perlindungan Anak Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

.Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator

Pemberdayaan Perempuan Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi Bidang Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera

Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Ketahanan Keluarga Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera
Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator
Pemberdayaan Keluarga Bidang
Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera
KEPALA DINAS,
.~ MARIA ULFAH, S.Psi., M.M

- Pembina Tk.I{(IV/b)
NIP. 19791113 200501 2 008



